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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam beberapa bab sebelumnya, 

maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Usia minimum untuk dikatakan sebagai seorang anak ialah dibawah 18 

tahun. Dalam rentan usia tersebut, pada faktanya masih banyak 

terdapat anak yang terpaksa bekerja, sehingga pada Undang-Undang 

Ketenagakerjaan diberikan peluang untuk bekerja bagi anak yang 

terpaksa bekerja. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan rentang 

umur bagi anak yang terpaksa bekerja adalah 13 sampai 15 tahun. 

Namun, berbeda dengan ILO yang juga mencatumkan pengecualian 

terhadap usia minimum yaitu pada usia 15 tahun, dengan alasan 

pemenuhan hak-hak dasar anak. Oleh karena itu, maka untuk usia 

minimum anak yang terpaksa bekerja digunakanlah ketentuan dalam 

Undang-Undang Ketenagakerjaanya sesuai dengan latar belakang 

mengapa anak bekerja. Salah satu syarat yang dicantumkan bagi anak 

yang terpaksa bekerja yaitu pada Pasal 69 huruf g mengenai pemberian 

upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, 

dibutuhkan pengaturan mengenai anak yang terpaksa bekerja yang 

berkaitan dengan upah, karena Undang-Undang Ketenagakerjaan 

memberikan peluang untuk anak yang terpaksa bekerja. Pengaturan 

mengenai upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja, tidak 

dimaksudkan untuk menjadikan adanya diskriminasi antara pekerja 

dewasa dengan anak yang terpaksa bekerja, lebih kepada untuk 

memberikan perlindungan bagi anak yang sudah berada di dunia kerja 

. 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan 

tidak dapat diterapkan bagi anak yang terpaksa bekerja, karena 

pengaturan yang ada di dalam peraturan pemerintah tersebut hanya 

menentukan rumus atau formula penghitungan upah minimum bagi 

pekerja dewasa. Dalam pasal lainnya juga tidak terdapat pengaturan 

mengenai upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja. Lebih luas 

lagi, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja. Oleh karena 

itu, menjadi perlu untuk dibentuk suatu aturan yang berisi mengenai 

upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja. Peraturan yang 

dimaksud dapat berbetuk “Peraturan Gubernur”. Bentuk peraturan 

seperti ini merupakan pengaturan yang lebih khusus atau lebih teknis 

lagi dari Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, sebagai 

perwujudan dari syarat penerimaan upah yang sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku bagi anak yang terpaksa bekerja.  

4.2 Saran 

1. Diharapkan agar Pemerintah Indonesia dalam hal ini “Gubernur” 

mengeluarkan atau membuat peraturan yang berhubungan dengan 

upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja, dengan tujuan untuk 

memberikan perlindungan terhadap anak yang terpaksa bekerja yang 

diberikan peluang atau kesempatan bekerja dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan. 

2. Sebagai majikan atau pengusaha, diharapkan dengan adanya 

pengaturan mengenai upah minimum bagi anak yang terpaksa bekerja, 

mereka akan mematuhi dan melaksakan peraturan tersebut guna 

memenuhi hak anak. 

3. Hal yang menjadi dasar penghitungan upah minimum bagi anak yang 

terpaksa bekerja perlu dibuat khusus adalah karena anak-anak yang 

bekerja merupakan anak-anak dengan latar belakang ekonomi yang 

tidak mampu dan kebutuhan dari anak yang berbeda dengan orang 
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dewasa. Dengan adanya pengaturan mengenai upah minimum bagi 

anak yang terpaksa bekerja diharapkan dapat membantu anak yang 

terpaksa bekerja untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan standar 

kelayakan hidup. 
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